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BUPATI LEBONG 
PROVINSI SENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR .l.5"TAHUN 2015 

TENTANG 

STANDAR BIAVA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN $EKTOR 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB - P2) DI KABUPATEN LEBONG 

Menimhang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN VANO MAHA ESA 

BUPATI LEBONO 

a. bahwa Pajak Bumi dan Bru1gw1an sektor 
Pcrdesaan d an Perkotaan (PBB - P2) merupakan 
sumber utama PAD yang daJam pcngelolaannya 
melibatkan bcrbaga.i instansi pemerintah sehingga 
perlu dilakukan secara tertib, ekonomis1 efisiensi, 
taat pada peraturan Perundang•Undangan sena 
didasarkan pada rasa keadilan dan kepatuhan ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada buruf a di atas, pcrlu dicetapkan 
dertga.n Peraturtt.n Bupati. 

I. Undang•Undang Nomor 9 Tahun 1967 ten.tang 
Pembentuk:a:n Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Repuhtik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

2. Undang•Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 385 l); 



-

3. Undang-Undang Nomor 17 Tohun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Re pu blik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pemben tuk:an Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4349); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah J>usat 
dan Pemerimah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor4438; 

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
PembenLukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8 . Undan-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur S ipil Negara (Lampiran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintab Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 cent.ang Perubaban Kedua alas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Nega ra Rcpublik Indonesia Nomor 
5679); 



-

-

10. Pcraturan Pemerintab Nomor 20 Tahun 1968 
tentang Be.rlakunya Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah Proirinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara RepubUk Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2854); 

11. Peraturan PemcrinLah Nomor 25 Tahun 20 00 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Provin,;i sebagai Daerah Otonom (Lembarao 
Negara Republik Indonesia Tahu n 2000 Nomor 54; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3952); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2·005 
centa.ng Standar Akuntansi Pemerincah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 , 
Tambahan l,embar-..u1 Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 

13. Pe raturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No mor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
cencang Pe mbagian Urusan Pemerintah An tara 
Pemerintah_. Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pcmcrintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 737); 

15. Pera tu ran Men Leri Da!am Negeri Nomor I 05 
Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan 
Pert.anggun gjawaban Kcuangan Oaerah (Lem baran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 
202, Tambahan l..embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4022); 

16. Peraturan Menteri Pa.lam Negeri Nomor 13 T&hun 
2006 Scbagaimo.na telah diubah denga.n Peraturan 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ten tang 
Pedoma n Pengelolaan Keuangan Daerah; 

I 7. Peraturan iMenteri Dalam Negeri Nomor 1 Ta.hun 
2014 tenta.ng Pcmbentukan Produk Hu·ku m 
Daerah; 

18. Peraturan M~nteri Keuangan Nomor 
53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Ta.bun 
Artggaran 2015; 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

19. PeralUran Bersama Menteri Keuangan dan 
Menteri Dalam Ncgeri Nomor 15/PMK.07/20 14 
dan Nomor JO Tahun 2014 tentang Tahapan 
Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
sebagai Pajak daerah; 

20. Peraturan Daerab Kabupaten U:bong Nomor 1 
Tahun 2008 Tentang Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Le bong 
Sebagaimana telab Diubah Dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Leboog Nomor I Tahun 2012 
Tentang Perubahan Atas Peratur<1n Daerab 
Kabupaten Lebong Nomor I Tahun 2008 Tentang 
penataan Organisasi PerangJ<at Daerah Kabupaten 
Lebong; 

2 I. Peraturan Daerah Nomor 5 Tabun 20 l l tentang 
Pajak Daerah sebagairoana tela h diubah den.gan 
peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daer<lh Kabupaten 
Le bong Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak 
Daerah; 

22. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun 
Anggaran 20 I 5. 

L Lampir<tn SUrat Edaran Dire ktoral Jenderal Pajak 
Nomor SE:-07/PJ/2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaa.n Pengalihan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Pcrkotaan Sebagai 
Pajak Daerah; 

2 . Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 
SE- 15/PJ.6-/2006 tentang Perubahan Standar 
Biaya P¢laksaoaan Kegiatan Pembentukan !Dan 
Atau Pemeliharaan Basis Data SISMJOP 
Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Direk tur 
J enderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 Tanggal 
20 Desember 2000. 

MEMUT USKAN ; 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAVA 
PENGELOLAAN PAJ AK BUMI DAN BANOUNAN 
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB - P2) DI 
KABU PATE:N LEBONG 
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BAB I 
KE1'ENTUAN UMUM 

Pasal I 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dunaksud dengan : 

I. Daerah adalah lulhupaten Lebong; 

2. Pemeri,uah Dacrah a dalah Pemerintah Kabupaten Lebong: 

3. Bupati adalah Bupati Lebong; 

4. Dinas Pendapatan , Pengelolaan Kcuangau dan Aset Dacrah 

Selanjutnya disingkat Din.as PPKAD adalah Lembaga Pemerintah 

Daerah yang bertugas menerima dan memungut Pendapatan 

Daerah; 

5. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang 

sclanjutnya dlsingkat mcnjadi P.-djak adalah luran wajib yang 

harus dibayar kepada negara atas penggunaan 

fasilitas/ bangunan dan sarana lainnya di Negara Indonesia; 

6. Stllndar Biaya Pengolahan Pajak Bumi dan 8angunan SekLor 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sclanjutnya disi ngkat 

Standar Biaya adalah ukuran yang dijadikan sebagai pa.token 

pcnggunaan anggaran dalam pengelolaan PBB - P2; 

7. Pemutahiran Data adalah proses untuk mendapaLkan data yang 

terbaru sesuai dengan keadaan yang scbenarnya; 

8. Pene tapon Kctetapan Pajak adalah proses menerbitkan nominal 

pajak yang harus dibayru- wajib pajak sctelah besarnya kewajiban 

dihitung oleh penilai pajak; 

9. Pemctaan adalah kegiatan pembuatan peta/skelSa objek pajak 

berdasarkan letak/ posisillya pada sebidang database/lanskape; 

10. Pendataan adalah kegiatan yang dil;lkukan untuk mendata objek 

pajak bail< yang baru maupuo yang mengaJumi perubahan; 

11. Pemutahiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah kcgiatan 

pcmbaruan nilai Objek Pajak yang lama karena adanya 

perubahan nilal yang sehingga mempengaruhi nilai jual objek 

pajak; 

12. Zonasisasi Penilaian adalah pengclompokan keglala1' penilaian 

objek pajak sehingga diperolch data sesu ai dengan peruntukan 

ruangnya; 

13. E:ntri Data Base/lnput adalah kegiatan memasukkan data yang 

cliperoleh ke dalam data base system; 

14. DHKP a Lau Dafiar H.irnpunan Keu:tapan P,,1j11k dan Pembayaran 

yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar Objek Pajak dan 

bcsarnya nila.i pajak yang ha n ,s dibayar oleh objek paja k; 

' 
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l 5. SPPT atau Surat Penetapan Pajak Terhutang yang selanjutnya 
disingl<at SPPT adalah su,-at keletapan besarnya nominal pajak 
yang harus dibayar oleh wajib pajak; 

16. Print DHKP dan SPPl' a<lalah proses pencetakkan kewajiban 
objek pajak ke dalam t,agihan yang berupa kertas pajak; 

17. Distribusi DHKP dan SPPT adalah proses peroindahan DHKP dan 
SPPT dari Dinas PPKAD ke objek pajak; 

18. Tim Internal adalal1 tim yang dibentuk dari Dinas PPKAD itu 
sendiri sebagai pengelolah PBB - P'2; 

19. Tim Eksterna l adalal1 tim yang clibentuk dari luar Dinas PPKAD 
yang tugas dan kewajibannya membantu kegiatan tim internal; 

20. Peja bat Penetapan Pajak adala h petugas yang diberi weweaang 
untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib 
pajak; 

21. Pejabat Verifikasi adalah perugas yang diberi wewenang 
memverilikasi data objek paja k; 

22. Operator Consule (OC) adalah petugas operator sistern aplikasi 
perpajakaJ1; 

23. Costumer Service (CS) adalah petugas yang diberi tugas u.ntuk 
melayani individu / kelomf'ok objek pajak; 

24. Opera tor Input adalah petugas yang bertugas memasukkan data 
objek pajak kedalam apliksi; 

25. Petugas Lapangan adalah pecuga s yang diberi 1tugas 
melaksana kan kegiatan PBB - P2 cli lapangan 

26. Orang Bulan atau yang singkat OB adalah lamnya kegiata.n yang 
d.ilaksanakan dcngan menggunakan satuan bu la.n; 

27. Objek Pajak atau disi.ngl<at OP adalah banyaknya kegiatan yang 
dilaksanakan dengan menggunakan satuan per objek paja k. 

BAB II 
BENTUK DAN JENI$ KEGIATAN PBB - P2 

?asal 2 
I.. Bentuk kegiatan PBB - P2 tercliri dari Pcmutahiran Data dan 

Penetapan Ketetapan Pajak. 
2. Pemu tahiran Data P8B - P2 terdiri dari : 

a. Pemetaan; 
b. Pendataan; 
c. Pemutahiran Nilai ,Jual Objek Pajak (NJOP), dan; 
d . Zonase Penilaian. 
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...... 

tap<lll Ke,ctapan Pajak PBB - P2 cerdin dari : 

Enui Data Base; 

b. Print DHKP dan SPPT; 

"' Distribusl DHKP dan SPPT; 

BAB III 

ORGANISASI PENGELOLAAN PBB - P2 

Pasal 3 

PBB - P2 dikelolah Dinas PPKAD Kabupaten 1-ebong dengan membenr:uk 

Tim Pengelolah PBB - P2 

Pasal 4 

Tim Pengclolaan P8B - P2 terdiri dari Tim Internal dan Tim Eksternal 

Pasa lS 

Tim Internal tcrdiri dari : 

I. Pejabat Penetapan Pajak I ; 

'2. Pejabat Penetapan Pajak 11; 

3. Pejaba t Verifika si; 

4. Operator Consule (OC); 

5. Costumet Service (CS) PNS; 

6. Costumer Service (CS} NON PNS; 

7. Operator Input PNS: 

8. Operator Input NON PNS; 

9. Pe tu gas Lapaogan PNS; 

I 0. Petugas Lapangan NON PNS; 

Pasa l 6 

Tim Ekstemal adalah narasumber yang ahli dibidaognya yang diundang 

guna membantu pekerjaan Tim lntemal. Tim Eksternal terdiri dari 

Pejabat Fungsional dan Ahli IT. 

BABIV 

STANDAR BIAVA PENGELOLAAN PBB - P2 

Pasal 7 

Standar Biaya Pcngelolaan PBB - P2 dibuat karcna tugas dan kewajiban 

yang dibeban besar dan adanya kejelasan penggunaan anggaran . 

Pasal8 

Pemutahiran Data PBB - P2 d ilakukan untuk memperoleh data PBB -

P2 terbaru scsuai dengan kondisi objek pajak terkini 

Pasal9 

Pcntepan Ketetapan Paja k diJakukan dan d ilaksanakan berdasarkan 

hasil kcgiatan Pumutahiran Daro PBB - P2 



r Pasal 10 
Standar Biaya Honorarium Pengelolaan PBB - P2 Tim Internal · 

NO Nama Jabatan Satuan Biava 

1. Peiabat Penetaoan Paiak I Oran" Bulan Ro. 750.000 -

2. Pc;abat Peneta=n Paiak II Or-<IIla Bulan Ro. 700.000,-

3. pe;abal Verifikasi Ora n<> Bulan Rn. 600.000 -

4 . Onerator Consule IOCI Orann Bulan Rn. 500.000, • 

5. Costumer Service/Pelavan (PNSl Oran" Bulan Rn. 450.000,-

6. Costumer Service/ Pelayanan Orang Bulan Rp. 400.000,-

/NON PNSI 
7. Oncrator In out CPNSI Orano Bulan RI). 400.000 -

8. Qnerator Inout INON PNSl Oran<> Bulan Rn, 3 50.000 -

9. Petu"as Lanan"an IPNS\ Oran" Bulan Ro. 450.000,-

10. Petu~as La=n<>,m fNON PNSI Orana Bulan Ro. 350.000,-

Staodar Biaya Honorarium Pcngelolaan PBB - P2 Tim Eksternal · . 

NO Tena.-a Ahl!/Narasumber Sa tuan Biava 

1. Pciabat Fun.-sional Oran<'Jam Ro. 500.000,· 

2 . Tena 0 a Ahli IT OranaJam Ro. 500.000,· 

Pasa.l 11 
Standar Biaya Pengelolaan PBB - P2 Kegiatan Pemutahiran Oat.a : 

l Kegiatan Peroetaan 
NO Jenis Tim Satuan Biava 

J. Tim Kecamatan/ Pedesaan/ ObjekPaja k Rp. 15.000,· 

Kclurahan 
2. 'l'im Lananean Obiek Paiak Ro. 15.000 -

3 . Tim Sckretariat Ob;ek Pa;ak Rn. 15.000 -

2 . Ke• iatan Pendatan 
NO JenisTim Satuan Biava 

I. Tim Kecamatan/Pedesaan/ Desa/ Lurah Rp. 1.000.000,-

Kelurahan 
2. Tim La naoe:an DesaiLurah Ro. 1.000.000,-

3. 'l'im Sekretarial DesaiLurah Ro. l.000.000.· 

3 Kegialan Penilaia n 
NO ,Jenis Penilaian Saluan Bia,ra 

]. Peoilaian Semi lndividu Ob;ek Pa;ak Ro. 5.000.000 -

2. Penilaian lndividu Khusus Obiek Pa ia k R<>. 2 5.000.000.-

4 Kegiatan Pemutahiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) . 
NO Jenis Tim Satu.an Biava 

I. Tim Kecama Lan/Pedcsaan/ Desa/ l,u rah Rp. 1.000.000,-

Kelurahan 
2. Tim Lananean Desa/Lurah Ro. 1.000.000 -

3. Tim Sekretariat DesaiLurah Rn. J .000.000,· 

5 Zonaslsasi Penilaian 
NO ,Jenis Penilaian Satua n Biava 

Zonasisasi Penilaian Kecamatan Rn. 5.000.0QO,-



Pasal 12 
Standar Biaya Pengelolaan PBB - P2 Kegjatan f'cnClaJJBD KelCl8 pan 

Pajak : 

Kegiatan Distribusi DHKP dan SPPT 

NO Jcnis Penilaian Satuan Biaya I 

Distribusi DH KP dan SPPT Desa / Lurah Rp. 300.000 ,- I 

Pasal 13 
Kegiatan Pengelolaan PBB - P2 dilakukan secara berkesinambungan setiap 

1'ahunnya.. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 
Peraturan Bupati ini mu lai berlaku J>ada tanggal diundangkan. 

t Agar setiap orang mengctahuinya, memerincahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pe nempatilll.nya dala.m Berita Dacrah 

Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal ~ ,4p,i~ 2015 

BUPATI LEBONG 

Cap/dto 

H. ROSJONSYAH 
Diundangkan cLi Tubei 
pada tanggal il.4 -~n·l 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG 

Cap/dto 

MIRWAN EFFENDI 

BERf1'A DAER/Iii KJ\BUPA1'EN LEBONO 1'AHUN 2015 NOMOR :}..lj 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KERJASAMA DAERAH 


